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ABSTRACT

RESTRUCTURING BUREAUCRACY IN DISTRICT SIMEULUE

SALMARITA
Salmarita77@yahoo.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The regional administration under Law No. 32 of 2004 concerning the
Government requires Local Government Bureaucracy Organizational
Restructuring. In a formaj Mégal approach to the Restructuring Local Government
bureaucracy in the implementation is based on Government Regulation No. 41 of
2007, concerning the regipnal Organization. Restructuring should be done not just
because of the existence pf formal charges with the change of rules / paradigm or
simply in order to accommodate internal interests of the bureaucracy itself, but
more important and substantial is because of the existence of objective necessity in
a new era of regional autonomy and more broadly should be able to create a good
governance (good governance). Given the role of the state that is so important in
achieving good governance, this research will be focused only on the side of state /
government, especially regarding Bureaucracy Restructuring carried out by the
Local Government and its relation|to the development of good governance.This
study aims to analyze in more depth on Bureaucracy Restructuring undertaken by
local governments, and whether it refers to Good Governance. The approach used
in this research is descriptive qualitative approach, and in-depth interviews is one
of the techniques used to collect data and information. Based on observations and
analysis, the author of Simeulue district government bureaucracy that was built
from the restructuring process has yet to show a coveted bureaucracy, a bureaucracy
that is sleek yet rich in functionality. For that aspect of administrative competence,
transparency and efficiency in the restructuring of government bureaucracy
Simeulue good.For has not done it in order to realize the development of good
governance need to pay attention to the competency / capabilities, transparent for
every organization in carrying out its duties and responsibilities and efficieny.
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BSTRAK

RESTRUKTURISASI BIRO#(RASI DI KABUPATEN SIMEULUE

SALMARITA
Salmarita77(@yahoo.com

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

1an Daerah dibawah Undang-Undang Nomor
han memerlukan Restrukturisasi Organisasi
Birokrasi Pemerintah Daerah. Dalam pendekatan legal formal maka Restrukturisasi
Birokrasi Pemerintah Daerah dalam implementasinya didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Restrukturisasi dilakukan seharusnya tidak sekedar karena adanya tuntutan formal
dengan adanya perubahan aturan / paradigma atau hanya dalam rangka
mengakomodasi kepentingan internal birokrasi itu sendiri, namun yang lebih
penting dan substansial adalah karena adanya kebutuhan objektif di Era Otonomi
Daerah yang baru dan secara lebih luas harus mampu menciptakan sebuah
kepemerintahan yang baik (Good (jovernance). Mengingat peranan negara yang
begitu penting dalam mewujudkan|Good Governance maka penelitian ini hanya
akan difokuskan pada sisi negara/pemerintah, khususnya mengenai Restrukturisasi
Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan kaitannya dengan
pengembangan Good Governance.

Penyelenggaraan Pemerintah
32 Tahun 2004 tentang Pemerintal

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara lebih mendalam mengenai
Restrukturisasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan apakah
sudah mengacu kepada Good Governance. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif, dan metode wawancara

mendalam merupakan salah satu te
dan informasi. Berdasarkan peng
Pemerintah Kabupaten Simeulue y
belum menampilkan sebuah birokra
ramping namun kaya fungsi. Untuk
dan efesiensi dalam restrukturisa:
belum terlaksana dengan baik.Untul
Good Governance perlu memperha
setiap organisasi dalam menjalanka

Kata kunci : Restrukturisasi, Biroki

ik yang digunakan untuk mengumpulkan data
atan dan analisa penulis maka Birokrasi
g dibangun dari proses restrukturisasi ternyata
si yang diidamkan, yaitu sebuah birokrasi yang
itu aspek kompetensi administrasi, transparansi
si birokrasi pemerintah Kabupaten Simeulue
k itu dalam rangka mewujudkan pengembangan
tikan kompetensi/ kemampuan, transparan bagi
n tugas dan tanggung jawabnya dan efesiensi.

rasi
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BAB1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Pemerintah
Daerah dan masyarakat Kabupaten Simeulue
1. Kondisi Geografis Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat
sejak tahun 1999, yang merupakan gugusan kepulauanyang terdiri dari 147
pulau besar dan kecil. Kepulauvan ini terletak di Samudra Indonesia, 105 mil
laut (194,46 km) dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, atau 85 mil laut dari
Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Ibu Kota Kabupaten Simeulue adalah
Sinabang, dengan batas batas wilayah adalah sebagai berikut :

» Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Indonesia

» Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

» Sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia

» Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Kabupaten Simeulue dengan luas wilayah 1.838,09 km2. Menurut letak
geografisnya Kabupaten Simeulue Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 arahan fungsi hutan di Kabupaten Simeulue
terdiri atas: hutan lindung (59.056 Ha), hutan produksi terbatas sementara (hutan
lindung yang ditetapkan sementara sebagai hutan produksi terbatas) seluas 3.625

Ha dan hutan produksi tetap seluas 23.022 Ha. Sementara lahan non hutan dengan

48
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luas 105.742 Ha sebahagian besar belum dimanfaatkan (masih berupa Lahan
tidur), pemanfaatan lahan APL sebagai perkebunan rakyat dengan tanaman utama
cengkeh dan kelapa hannya seluas + 34.979 hektar, dan untuk lahan persawahan
seluas 10.927 hektar dan sisanya merupakan areal permukiman, hortikultura,
semak belukar dll. Sumber Data: Dokumen materi Teknis Tahun 2012-2032 .
2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Kantor BPS jumlah penduduk Kabupaten Simeulue pada

tahun 2010 tercatat 80.674 jiwa, sedangkan Tahun 2014 jumlah penduduk tercatat

sebesar 87.598 jiwa.
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Simeulue

Tahun 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Jumlah Pria (jiwa) 44.768 | 42.596 | 42.545 | 42.418 | 41.469
Jumlah Wanita (jiwa) 42.830 { 40.577 | 40.217 | 40.103 | 39.205
Total (jiwa) 87.598 | 83.173 | 82.762 | 82.521 | 80.674
Pertumbuhan Penduduk (%) 1,61 1,75 2,67 2.29 -2.03
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km?) 48 47 46 45 44

Sumber Data: Statistik Kabupaten Simeulue, 2014

Secara administratif Kabupaten Simeulue terbagi atas 10 kecamatan dan
138 Desa, nama nama kecamatan yang ada di Kabupaten ini adalah : Kecamatan
Teupah Selatan, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Teupah Barat,
Kecamatan Tepah Tengah, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Teluk
Dalam, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Salang, Kecamatan Simeulue Barat,

dan Kecamatan Alafan.
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3. Kondisi Sosial Budaya

Hubungan sosial diantara masyarakat diKabupaten terluar ini sangat harmo
nis dan hal ini dapat dibuktikan dengan ciri khas pusat informasi masyarakat di
daerah ini yaitu banyaknya warung kopi yang hampir 100% menghiasi kota yang
adadi Kabupaten Simeulue, sehingga muncul suatu statement dikalangan
masyarakat yang mengatakan bahwa jika satu hari saja tidak ke warung kopi maka
tidak akan mendapatkan informasi. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di
Kabupaten ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara Lasikin. Untuk transportasi
laut tersedia 1 pelabuhan, yaitu Pelabuhan kolok.

Kabupaten Simeulue juga menjalankan program pendidikan Formal Wajib
Belajar 12 tahun mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD Negeri dan Madrasah
Ibtidaiyah baik Negeri maupun swasta), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP
Negeri dan Madrasah Tsanawiyah baik Negeri maupun Swasta), Sekolah
Menengah Atas (SMA Negeri, Madrasah Aliyah Negeri maupun Swasta) dan
Sekolah Menengah Kejuruan (bidang Perikanan, Bisnis Manajemen, Perkayuan,
Pertanian dan Teknologi Rekayasa). Pendidikan Nonformal yang sudah berjalan di
Kabupaten Simeulue seperti yang telah diprogramkan oleh Dinas Pendidikan
melalui Bidang Pendidikan Luar Sekolah melalui program PKBM masih banyak
yang berorientasi kepada kursus computer mengetik, PAUD serta Paket A, B dan
C. Sementara Pendidikan lainnya seperti Bimbingan Test/Study (BT/BS), Kursus
Keteknikan dan Pendidikan Kecakapan Hidup lainnya belum berjalan.

Kabupaten Simeulue belum memiliki Sekolah Tinggi, apalagi Universitas,
Sementara minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sangat besar. Jenjang

Pendidikan seperti Perguruan belum ada, pendidikan tinggi yang tersedia untuk
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meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue difasilitasi oleh
Universitas Terbuka melalui program PJJ (Pendidikan Jarak Jauh).
4.  Kondisi Pemerintahan

Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian
direvisi dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah membawa
konsekuensi terhadap semua aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dibawah
undang-undang ini tidak sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tetapi undang-undang ini harus
membawa makna bagi kesejehteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat
diwujudkan. Kesejahteraan rakyat akan terwujud dengan baik apabila rakyat
memiliki keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses serta
ruang yang cukup untuk masuk dalam arena proses pengambilan kebijakan publik.
Adanya ruang yang cukup bagi rakyat untuk ikut mempengaruhi proses
pengambilan kebijakan publik yang akan sangat menentukan nasibnya hanya
mungkin tercipta jika ada Demokratisasi.

Sedangkan Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat
Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan
Daerah, Kantor, Sekretariat Kecamatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue selaku lembaga
legiaslatif, sesuai dengan proporsi jumlah penduduk maka anggota DPR
Kabupaten Simeulue berjumlah 20 orang dan untuk lembaga eksekutif di

Kabupaten Simeulue dipimpin oleh Kepala Daerah/Bupati dan Wakilnya.
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Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 Asisten, 5
Staf ahli, 8 Bagian, 14 Dinas, 10 Lembaga Teknis,10 Kecamatan dan 138 Desa.
5. Kondisi Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue maka
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue secara garis besar terdiri dari
tiga macam, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli , Dinas Daerah
sebagai unsur pelaksana dan Lembaga Teknis Daerah serta Sekretariat Kecamatan
sebagai unsur penunjang.

Kedudukan Perangkat Daerah adalah berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah. Tugas Perangkat Daerah adalah membantu Kepala
Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan
fungsinya adalah merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah baik secara umum
ataupun teknis; penyelenggaraan administrasi dan Aparatur pemerintahan daerah;
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Daerah seta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk di Kabupaten Simeulue secara
keseluruhan berjumlah sebanyak 42 organisasi (lihat tabel 4.2). Sebanyak 32
organisasi ada pada tingkat Kabupaten, 10 organisasi ada pada tingkat Kecamatan.
Dari 42 organisasi yang ada pada tingkat Kabupaten terdiri dari : 6 unsur
berbentuk secretariat; 14 unsur pelaksana berbentuk dinas ; serta 22 unsur

penunjang berbentuk badan dan kantor.
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Tabel 4.2
Nomenklatur dan Tingkat Eselon pada Jajaran Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue
e ngka atEselon
Al B | A LA I'B | A |'B
3 |4 15 6 7 8 9
Sekretariat Daerah 1 7 9 1 19 - - }
Sekretariat DPRD - 1 3 - 4 - - )
Dinas Pendidikan - 1 - 4 13 - - .
Dinas Kesehatan - 1 1 4 15 - - )
Dinas Syariat Islam - 1 1 3 5 - - )

Dinas Pertanian Tanaman -
Pangan
Dinas Kelautan Dan -
Perikanan
Dinas Kesehatan Hewan -
Dan Peternakan
Dinas Kehutanan Dan -
Perkebunan

Dinas Perindustrian,
Perdagangan, koperasa Dan | - 1 1 5 6 - -
UKM

Dinas Pekerjaan Umum - 1 1 4 11 - -

Dinas Perhubungan,
Komunikasi, Informasi, & - 1 1 5 6 - -
Telematika
Dinas Sosial Dan Tenaga -
Kerja

Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda Dan - 1 1 5 6 - -
Olaraga
Dinas kependudukan Dan -
Catatan Sipil
Dinas Pendapatan
Pengelolaan Kevangan Dan | - 1 1 5 8 - -
Kekayaan Daerah
Badan Penanggulangan 6 -
Bencana Daerah
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Badan Perencanaan -
Pembangunan Daerah

Inspektorat - 1 5 11 - - -

Badan Kesatuan Bangsa
Politik Dan Perlindungan - 1 1 3 4 - -
Masyarakat
Kantor Pelayanan Perizinan -
terpadu
Badan Pemberdayaan -
Masyarakat
Badan Ketahanan Pangan -
Dan Penyuluhan
Badan Kepegawaian -
endidikan Dan pelatihan
Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan -
Kebersihan Dan
Pertamanan
Rumah Sakit Umum -
Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja -
Dan Wilayahtul Hisbah
Kantor Pemberdayaan
Perempuan Dan Keluarga - - 1 - 3 - -
Sejahtera

10 Kecamatan - - 10 10 14 12 -

Sekretariat
MPD,MAA ,MPU, Baitul - - 4 - 5 - -
Mal

JUMLAH 1 30 54 {102 ] 229 | 12 -

Sumber : DPKKD Kabupaten Simeulue Tahun 2014 (diolah).

6. Kondisi Kepegawaian Daerah
Jumlah pegawai yang ada dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Simeulue berjumlah sebanyak 3396 pegawai. Sebagian besar merupakan PNS

Pusat yang dilimpahkan kepada daerah, pelimpahan ini sebagai konsekuensi dari

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42143 .pdf
55

adanya pengalihan beberapa kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah. otonomi daerah. Apabila tidak didukung oleh
pendidikan dan latihan yang memadai maka jumlah pegawai yang relatif cukup
besar belum dapat menjamin suatu organisasi publik mampu menjalankan fungsi
- fungsinya dengan baik. Sebagai gambaran mengenai kondisi pegawai di

Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue

Instansi Pendidikan Jml
SD | SLTP | SLTA [ D1/D2 ]| D3 S1 S2 | S3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Setdakab 0 0 30 0 1 62 5 0 98
Sekretariat DPRK 0 1 8 0 2 12 0 0 23
Dinas Pendidikan 6 1 304 659 66 584 | 12 0 1632
Dinas Kesehatan 1 0 70 10 147 59 0 0 287
Dinas Syariat Islam 0 0 8 0 0 16 0 0 24
Dinas Pertanian o] o 1 0 o | 26 ] 0| 0| 37
Tanaman Pangan
Dinas Kelautan Dan |, | 10 0 o | 21| 1|0 | 32
Perikanan
Dinas Kesehatan
Hewan Dan 0 0 9 0 0 23 1 0 33
Peternakan
Dinas kehutanan Dan | | 5 0 4 | 2810 | o] 37
Perkebunan
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, 1 0 4 1 3 16 1 0 26
koperasi Dan UKM
Dinas Pekerjaan ol o 13 0 0 | 35 | 1] 0| 49
Umum
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Dinas Perhubungan,
komunikasi,
Informasi dan
Telematika

Dinas Sosial Dan
Tenaga Kerja

Dinas kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda 0 0 12 1 3 13 0 0 29
Dan Olahraga

Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil

Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan Dan
Kekayaan Daerah

0 0 16 0 19 87 5 0 127

Inspektorat Daerah 0 0 6 0 3 22 0 0 31

Badan Perencanaan
Dan Pembangunan 0 | 9 0 4 23 3 0 40
daerah

Badan Kesatuan
Bangsa, Politik Dan
Perlindungan
Masyarakat

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Badan Ketahanan
Pangan Dan 0 0 13 2 2 23 0 0 40
Penyuluhan

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan 0 0 0 0 5 38 3 0 46
Pelatihan

Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,
Kebersihan dan
Pertamanan

Badan
Penanggulangan 0 0 9 0 3 8 0 0 20
Bencana Daerah

Rumah sakit Umum

3 122 49 5 0 218
daerah 0 2 37
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Satuan Polisi
Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah

13

Kantor
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Sejahtera

12

19

Kantor Pelayanan
Perizinan terpadu

Majelis
Permusyawarata
Ulama

Majelis Adat Aceh

12

Majelis Pendidikan
daerah

Sekretariat
Kecamatan Simeulue
Timur

22

33

Sekretariat

Kecamatan Simeulue
Tengah

26

34

Sekretariat
Kecamatan Simeulue
Barat

25

11

37

Sekretariat
Kecamatan Teupah
selatan

34

12

47

Sekretariat
Kecamatan Teupah
Barat

24

34

Sekretariat
Kecamatan Salang

18

Sekretariat
Kecamatan Teluk
dalam

16

22

Sekretariat
Kecamatan Alafan

18

Sekretariat
Kecamatan Teupah
Tengah

13

21

Sekretariat
Kecamatan Simeulue
Cut

11

19

Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum

10

18
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Baitul Mal 0 0 2 0 0 4 1 0 7
PDAM 0 0 9 0 0 4 0 0 13
Jumlah 9 19 859 677 414 | 1362 | 56 0 | 33966
Sumber : Badan Kepegawaian Kabupaten Simeulue Tahun 2014 (diolah)
Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan
Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue
Pekerjaan/ Non Pim IV/ Pim III/ Pim II/ Jumlah
Jabatan Diklat | Setingkat | Setingkat | Setingkat
Struktural - 134 91 18 243
Jumlah - 134 91 18 243
Sumber : Badan Kepegawaian Kabupaten Simeulue Tahun 2014 (diolah)
Tabel 4.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan
Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue
Pekerjaan/ Goll | Golll | Gollll | GolIV |JUMLAH
Jabatan

1 2 3 4 5 6
Dinas Pendidikan 3 369 896 364 1632
Sekretariat daerah - 29 63 23 115
Sekretariat DPRK 1 9 9 4 23
Dinas Kesehatan 1 117 165 4 287
Rumah sakit I 91 121 5 218
Umum
Dinas Pekerjaan i 10 36 3 49
Umum
Badan perencanaan
Pembangunan - 11 25 4 40
Daerah
Dishubkomintel - 23 18 2 43
Bapedaldasihman - 14 13 3 30
Disdukcapil 1 7 17 2 23
Kantor PPKS - 9 10 0 19
Dinsosnaker - 10 18 2 30
Dinas Kebudayaan - 10 14 5 29
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Sekretariat
MPD MAAMPU, - 11 18 4 33
Baitul Mal
Kesbangpol - 5 8 4 17
Satpol PP 1 3 8 1 13
DPKKD 16 65 45 2 128
BPBD - 6 11 3 20
Inspektorat - 8 18 5 31
BKPP Diklat - 22 35 2 59
KP2T - 2 5 1 8
10 Kecamatan 20 209 51 11 291
Dinsyar - 11 9 4 24
BPM - 10 10 5 25
Dinas pertanian - 12 21 4 37
Diskeswanak - 8 20 5 33
BKP Penyuluh - 23 14 3 40
Dinas Perikanan
dan Kelautan i 10 18 4 32
Desperindakop - 3 18 5 26
Dinas kehutanan
Dan Perkebunan i 8 26 3 37
44 1125 1740 487 3396
JUMLAH

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Simeulue Tahun
2014 (diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa 25.5% pegawai dalam birokrasi
Pemerintah Kabupaten Simeulue berpendidikan SLTA. Disamping itu terlihat pula
bahwa 40.1% pegawai berpendidikan setingkat Sarjana (S1); 19.9% berpendidikan
setara Diploma 1 & 2 (D1&D2); 12.1% berpendidikan setara Diploma 3 (D3);
0.2% berpendidikan SD; 0.5% berpendidikan SLTP; dan 1.6 % pegawai masing-
masing berpendidikan setingkat Pasca Sarjana (S2& S3). Selain itu pegawai yang
sekarang berpendidikan SLTA, D 1,2,3 & 4 serta Sarjana banyak yang sedang
mengikuti pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi dengan status Tugas

Belajar maupun Ijin Belajar di dalam dan di luar daerah.
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Dilihat dari komposisinya maka pegawai yang ada di jajaran Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Simeulue telah menduduki golongan IV yaitu 14.3 %
;golongan III yaitu sebanyak 51.1% ; golongan II 33.1 % ; Sedangkan golongan I
sebesar 1.2 %. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum
kuantitas dan kualitas pegawai birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue relatif
cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan

daerah.

B. Hasil Dan Pembahasan
1. Proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue

Proses Restrukrisasi Birokrasi didasarkan pada pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan beban tugas dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah yang sinkronisasi dan simplikasi antara pusat dan daerah pada
dasarnya adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah, maka pemerintah kabupaten
Simeulue mengadakan perubahan dan penyesuaian beberapa pasal yang tercantum
dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
mana telah diubah dengan Qanun kabupaten Simeulue Nomor 7 tahun 2007

tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
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Simeulue, dan telah diubah dengan Qanun kabupaten Simeulue Nomor 8 tahun
2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten
Simeulue, dan telah diubah kembali dengan Qanun kabupaten Simeulue Nomor 9
tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja secretariat kecamatan.

Berdasarkan pengamatan dan analisa penulis maka Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Simeulue yang dibangun dari proses restrukturisasi ternyata belum
menampilkan sebuah birokrasi yang diidamkan, yaitu sebuah birokrasi yang
ramping namun kaya fungsi. Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue masih
dibangun dengan paradigma gaya lama, yaitu masih saja mengembangkan banyak
struktur baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Bukti analisis ini didasarkan dari data yang diperoleh dilapangan, bahwa
Organisasi Birokrasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Simeulue yang terdin dari
unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur penunjang sebelum proses
restrukturisasi berjumlah sebanyak 14 buah organisasi baik yang ada pada tingkat
Kabupaten maupun Kecamatan sedangkan setelah proses restrukturisasi
jumlahnya menjadi sebanyak 42 buah organisasi. Jabatan struktural yang
dikembangkan juga mengalami peningkatan jumlah, semula sebanyak 72 buah
jabatan menjadi sebanyak 189 buah jabatan, untuk semua macam jabatan pada
semua level yang ada tingkat eselonnya juga mengalami peningkatan satu tingkat.

Kondisi ini secara riil memakan banyak resosis khususnya dalam
penggunaan dana APBD Kabupaten Simeulue untuk keperluan biaya birokrasi
(Aparatur). Dengan semakin banyaknya porsi dana APBD yang digunakan untuk

kepentingan aparatur maka dana untuk kepentingan publik porsinya semakin kecil.
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Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah selaku Koordinator Pokja Kelembagaan mengatakan :

(wawancara tanggal 27 Maret 2015) menyatakan bahwa “Kami ditugaskan
untuk melakukan pengkajian dan perubahan organisasi di jajaran Pemerintah
Daerah dikarenakan adanya peraturan baru yang mengatur tentang organisasi
di Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Surat
Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, dan kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, DAN 12 TAHUN
2010, tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman
Modal di Daerah. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37
tahun 2011, tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
menyampaikan pula kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012,
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara
Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai bentuk aturan

pelaksanaan dari Otonomi Daerah yang baru”.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa proses Restrukturisasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue dilaksanakan tidak dalam kapasitas
untuk mengakomodasi adanya perubahan riil untuk melakukan restrukturisasi

birokrasi sebagai sebuah kebutuhan. Dimana ada kesadaran para birokrat (para
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pemegang otoritas) untuk menciptakan sebuah bentuk birokrasi yang lebih baik
(kalau tidak mau disebut ideal) dan adanya kepentingan objektif sebagai akibat
adanya perubahan lingkungan, sehingga mau tidak mau harus dilakukan
penyesuaian terhadap performa birokrasi yang telah ada. Namun restrukturisasi
terhadap Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue dilaksanakan hanya dalam
kerangka mengakomodasi perubahan aturan yang ada sebagai akibat
dikeluarkannya paket undang-undang otonomi daerah yang baru, khususnya yang
mengatur tentang kelembagaan Pemerintah Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan yang
lebih khusus lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 tahun 2011, tentang Pedoman Penataan
Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, dan menyampaikan pula kepada Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang
Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa hasil proses restrukturisasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue diantaranya berupa terbentuknya
bangunan organisasi di Jajaran Pemerintah Kabupaten Simeulue baik yang ada
ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa, dapat disimpulkan bahwa proses
restrukturisasi tersebut hanya dalam kerangka mengakomodasi kepentingan
birokrat itu sendiri. Dalam hal ini, bahwa proses restrukturisasi yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah khususnya kepada Tim telah diberi arahan oleh Top
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Birokrat Daerah bahwa proses restrukturisasi yang sedang dijalankan jangan
sampai merugikan Para Pejabat di Daerah.

Kata “jangan sampai merugikan” inilah akhirnya diinterpretasikan dan
diformulasikan menjadi sebuah kebijakan yang sangat menguntungkan Para
Pejabat Daerah, karena hasil dari formulasi kelembagaan yang ada telah
menciptakan banyak keuntungan bagi terbukanya peluang jabatan secara luas baik
secara vertikal maupun horizontal. Selain akibat adanya faktor pimpinan yang
menciptakan terbangunnya sebuah Struktur Birokrasi yang relatif demikian besar.

Wawancara dengan salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Simeulue dituturkan sebagai berikut :

(wawancara tanggal 27 Maret 2015) menyatakan bahwa “Pada saat sedang
hangatnya proses penyusunan kelembagaan daerah kami melihat dan
mendapat informasi dari bisik-bisik anggota dewan bahwa ada beberapa
Kepala Dinas dan Kepala Badan yang melakukan pendekatan dengan

anggota dewan supaya organisasinya tetap dipertahankan eksistensinya”.

Data tersebut menunjukan bahwa ada perilaku dari sebagian Pejabat yang
melakukan “pendekatan” dengan pihak DPRK dengan bargaining tertentu agar
eksistensi organisasinya tetap terpelihara (tidak dihapus) dari jajaran organisasi
Pemerintah Kabupaten Simeulue. Dengan adanya “deal-deal” tertentu antara
Pejabat dengan pihak DPRK tersebut menyebabkan pihak DPRK melakukan
segenap daya upayanya secara maksimal untuk mempertahankan eksistensi

sesuatu lembaga yang akan dilikuidasi. Akibat dari adanya realitas tersebut
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menyebabkan tetap eksis dan bertahannya sebagian organisasi yang semula
diusulkan untuk dilebur ataupun dihilangkan.
Wawancara dengan Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku

Ketua Tim, dituturkan sebagai berikut :

(wawancara tanggal 27 Maret 2015) menyatakan bahwa “Kami menyusun
dan membentuk organisasi yang ada di jajaran pemerintah daerah seperti
sekarang ini dengan harapan bahwa kami/pemerintah daerah akan
memperoleh dana dari Pemerintah Pusat yang relatif besar jika dibanding
dengan apabila kami hanya membentuk lembaga yang lebih kecil jumlahnya
bila dibandingkan dengan keadaan sekarang ini”.

Data tersebut menunjukkan adanya anggapan dari Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Simeulue bahwa dengan membentuk banyak lembaga maka
Pemerintah Daerah akan memperoleh banyak pendanaan dari Pemerintah Pusat.
Jadi dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membangun Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Simeulue yang relatif cukup besar dengan motivasi mendapatkan dana
dari Pemerintah Pusat yang lebih besar dibandingkan dengan apabila Pemerintah
Daerah hanya membangunan Birokrasi yang kecil.

Lebih lanjut Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menuturkan

sebagai berikut :

(wawancara tanggal 27 Maret 2015) menyatakan bahwa “Pada saat
pembahasan di Dewan bahkan sebagian besar anggota dewan menginginkan
agar organisasi yang dibentuk di jajaran pemerintah daerah untuk

melaksanakan otonomi daerah yang baru, agar bisa ditambah lagi jumlahnya
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selain dari jumlah yang ada di draf yang kami usulkan, mereka beranggapan

bahwa bobot otonomi daerah ditentukan banyak sedikitnya organisasi yang

dibentuk pada jajaran pemerintah Daerah, namun setelah diberi beberapa
argumen akhimya dewan dapat menerima saran dari kami”.

Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa, dilihat dari sisi
Lembaga Legislatif (DPRK) yang turut serta dalam proses restrukturisasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue khususnya dalam memformulasikan
kebijakan tersebut kedalam Peraturan Daerah, dapat disimpulkan bahwa DPRK
dapat dikatakan tidak cukup mempunyai kemampuan dan pemahaman untuk
berpikir secara rasional dan ideal dalam menentukan bentuk organisasi birokrasi
moderen yang baik dan sesuai dengan kondisi kontekstual daerah, bahkan yang
lebih ironis, pada tahap-tahap pembahasan di DPRK justru sebagian besar
anggotanya yang terlibat dalam pembahasan tersebut menghendaki terbentuknya
banyak lembaga-lembaga  (Dinas-Dinas baru) dalam jajaran Pemerintah
Kabupaten Simeulue.

Sebagian besar anggota DPRK menginterpretasikan, bahwa bobot Otonomi
Daerah ditentukan oleh banyak sedikitnya lembaga yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah. Dilihat dari sisi ini sebenarnya pihak eksekutif (birokrat daerah)
selangkah lebih maju, karena dari pihak eksekutif justeru memberikan beberapa
argumen agar lembaga yang dibentuk tidak terlalu banyak jumlahnya.

Berdasarkan realitas sebagai mana dipaparkan diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Simeulue, terjadi sebagai berikut :
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a. Restrukturisasi hanya didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh

Pemerintah Pusat.

b. Pembahasannya hanya terbatas oleh struktur formal (Birokrasi khususnya

Tim dan DPRK) dan terkesan tertutup.
c. Restrukturisasi hanya mengakomodasi kepentingan birokrat.

d. Adanya perilaku dari sebagian Pejabat yang malakukan pendekatan dengan

DPRK.

e. Adanya anggapan bahwa semakin banyak jumlah organisasi yang dibentuk

maka semakin banyak pula akan diperoleh dana dari Pemerintah Pusat.

f. Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan sebagian besar anggota DPRK
perihal Otonomi Daerah.

Dengan realitas konstelasi proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Simeulue sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dimengerti kenapa
Birokrasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue belum mampu
menciptakan sebuah struktur birokrasi yang moderen, namun masth dibangun
dengan gaya struktur birokrasi lama. Pararel dengan tingkat kemajuan masyarakat
yang menghendaki pengurangan dominasi peran birokrasi dan penguatan
partisipasi masyarakat dalam semua aspek kehidupan, seharusnya birokrasi tampil
dengan performa yang “Jean and mean” (miskin struktur kaya fungsi). Karena
dengan bangunan birokrasi yang ramping, justru merupakan salah satu dari tanda
suatu birokrasi yang memiliki keunggulan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Ancok (2001), bahwa keunggulan kompetitif organisasi antara
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lain ditentukan oleh struktur yang ramping “lean dan mean” atau dalam bahasa
yang lain disebut “miskin struktur kaya fungsi’.

Disamping hal tersebut di atas maka tuntutan akan adanya Good
Governance mengharuskan adanya keseimbangan peran antar elemen
pendukungnya yang ada di Daerah. Namun yang terjadi di Kabupaten Simeulue
keseimbangan peran antar elemen pendukung Good Governance belum tercipta
karena dalam proses Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue
elemen Birokrasi dominan dalam formulasinya mengesampingkan elemen lainnya
yaitu sektor swasta dan masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa proses
restrukturisasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue
belum mengarah pada pengembangan Good Governance di tingkat lokal. Karena
good governance diartikan sebagai sebagai hubungan yang sinergis dan
konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) (UNDP dalam
AKIP LAN, 2001).

2. Aspek Kompetensi Administrasi Dari Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Simeulue

a. Kompetensi Lembaga

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa berdasarkan Peraturan
Daerah atau Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2010 tentang perubahan
pertama atas Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daearah Kabupaten Simeulue telah menghasilkan 42 buah
organisasi baik yang berada pada tingkat Kabupaten, dan Kecamatan.

Mengenai kondisi kelembagaan khususnya dilihat dari visi dan misi, didapat

informasi dari wawancara dengan salah seorang pejabat publik dikatakan :
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(Kasubag. Kelembagaan Setda, wawancara tanggal 28 Maret 2015)

menyatakan bahwa “Saya berani katakan bahwa seluruh organisasi yang ada

di jajaran Pemerintah Kabupaten Simeulue masih ada yang tidak memiliki

visi maupun misi organisasi, sebab saya sekarang ini sedang melakukan

inventarisir terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh semua
lembaga yang ada”.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa dari seluruh organisasi yang
telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan DPR Kabupaten
Simeulue tersebut secara formal sampai saat ini belum semuanya memiliki Visi
maupun Misi organisasi.

Sementara menurut Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Simeulue dituturkan :

(wawancara tanggal 28 Maret 2015) menyatakan bahwa “Kami membuat
visi dan misi organisasi dengan berpedoman pada visi dan misi kabupaten
tersebut namun demikian meskipun kami belum terlalu memahami visi dan
misi organisasi,namun kami masih bisa melaksanakan tanggung jawab tugas
dengan baik dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari organisasi

yang telah kami miliki”.

Selain disebabkan oleh hal tersebut sebagaimana yang diutarakan diatas,
maka menurut pengamatan penulis bahwa belum dibuatnya visi dan misi oleh
masing-masing organisasi yang ada juga dikarenakan oleh beberapa hal, diantara
yaitu: Pertama, Para Pejabat terlalu sibuk dengan urusan-urusan rutin yang

dijalankan sehingga perumusan Visi dan Misi organisasi menjadi tak terpikirkan
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atau terabaikan; Kedua, adanya anggapan bahwa dengan melaksanakan tugas
pokok dan fungsi organisasi secara baik sebenarnya mereka telah melaksanakan
tujuan organisasi dengan baik pula sehingga tidak perlu merumuskan Visi dan
Misi Organisasi; Ketiga, Kekurangtahuan Pejabat yang bersangkutan dalam
merumuskan Visi dan Misi organisasinya sehingga sampai dengan sekarang Visi
dan Misi organisasinya masih tidak jelas.

Semenjak organisasi dibentuk dari hasil restrukturisasi sampai dengan
sekarang, organisasi tersebut dijalankan berdasar pada Tugas Pokok dan
Fungsinya. Meskipun semua organisasi telah memiliki tugas pokok dan fungsi,
namun sebagaian masih beranggapan bahwa tugas pokok dan fungsi dari
organisasi yang dimuat dalam Peraturan Daerah tersebut masih terlalu abstrak,
kurang terinci dan kurang konkret. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi
dikelola dan dijalankan berdasarkan praktek dan kebiasan-kebiasan masa lalu.
Sebenarnya setelah dirumuskan tugas pokok dan fungsi dari suatu organisasi
langkah berikutnya adalah dibuatnya daftar uraian tugas dari masing-masing job
yang ada di organisasi. Adanya uraian tugas dari masing-masing job yang ada di
organisasi hal ini akan lebih mengkonkritkan dan mempermudah tugas pokok dan
fungsi dari organisasi dalam menjalankan aktivitasnya.

Menurut pengakuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Simeulue diperoleh data sebagai berikut :

(wawancara tanggal 28 Maret 2015) menyatakan bahwa “Kami mengalami
kesulitan untuk menterjemahkan tugas pokok dan fungsi dari organisasi
kami kedalam uraian tugas yang konkrit yang bisa dikerjakan oleh pejabat

yang ada di kantor kami”.
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Dari hasil konfirmasi dengan Pejabat yang ada di Bagian Organisasi yang

berkompeten dalam merumuskan uraian tugas didapat informasi sebagai berikut :

(Kasubag. Kelembagaan Setda, wawancara tanggal 28 Maret 2015) “Kami

sekarang ini sedang dalam tahap analisis jabatan ke beberapa organisasi

untuk dapat menentukan dan merumuskan uraian tugas dari masing-masing
job/jabatan yang ada di organisasi tersebut”.

Adanya anggapan dari beberapa Pejabat yang mengatakan bahwa tugas
pokok dan fungsi organisasi yang telah ada masih terlalu abstrak, kurang terinci
dan kurang konkret, hal ini membuktikan bahwa para pejabat masih belum
mampu berkreasi dan Dberinovasi dalam menjabarkannya. Kondisi ini
membuktikan bahwa sebenarnya para Birokrat/Pejabat tersebut belum bisa dan
mampu menyesuaikan diri dengan adanya perubahan lingkungan yang terjadi. Para
Pejabat masih terbiasa dengan kultur birokrasi lama yang cederung statis, tidak
proaktif, tidak kreatif dan masih terbiasa dengan budaya Petujuk Atasan (Juklak
dan Juknis). Padahal dengan restrukturisasi dalam kontek Otonomi Daerah dan
pemberdayaan daerah para pejabat dituntut sikap-sikap yang bertolak belakang
dengan realitas masa lalu, yaitu sikap aktif, kreatif, inovatif, bertanggungjawab
dan lain sebagainya.

Dari 42 buah organisasi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Simeulue
khususnya yang ada pada tingkat Kabupaten yang berjumlah 32 buah organisasi
diantaranya masih ditemui adanya realitas sebagai berikut, yaitu : Pertama,
adanya duplikasi tugas dan tanggung jawab antar organisasi yang dibentuk dan
Kedua, tidak sesuainya antar work load dan work force dari suatu organisasi. Dari

hasil wawancara dengan Pejabat dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang
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melakukan inventarisasi terhadap permasalahan organisasi didapat informasi

sebagai berikut :

(Kasubag. Kelembagaan Setda, wawancara tanggal 28 Maret 2015)
menyatakan bahwa “Berdasarkan inventarisasi kami terhadap beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh organisasi yang ada dijajaran Pemerintah

Daerah diantaranya adalah masih ada tumpang tindih dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawab dari organisasi yang dibentuk, diantaranya

Sebagai contoh adalah antara Bagian Sosial dengan Dinas Kesejahteraan

Sosial, Bagian Pembangunan dengan Bappeda, Kantor Penyuluhan

Pertanian  dengan Dinas Pertanian TP dan Perkebunan serta Dinas

Kehutanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan bagian Tata

Pemerintahan dan beberapa Dinas”.

Adanya realitas duplikasi atau tumpang tindih atas tugas dan tanggung
jawab antar organisasi yang ada, selain secara umum akan menyebabkan persoalan
pada tingkat koordinasi dan tampilan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten
secara keseluruhan, juga secara khusus akan menyebabkan terjadinya beberapa
fenomena sebagai berikut, yaitu : Pertama, dilihat dari sisi organisasi dan Pejabat
yang ada maka duplikasi menyebabkan terjadinya rebutan proyek sedangkan
apabila ada persoalan terhadap tugas dan tanggung jawabnya justeru akan saling
melempar satu sama lain. Kedua, dari sisi masyarakat sebagai pengguna dan
penerima pelayanan, maka realitas tersebut akan merugikannya karena masyarakat
hanya akan dijadikan objek yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan birokrat

atau pejabat secara sempit.
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Dari hasil pengamatan, sebagian besar organisasi yang ada sebenarnya
secara ideal masih perlu diperdebatkan eksistensinya dalam mengakomodasi
realitas kerja yang ada. Eksistensi organisasi hasil restrukturisasi dijajaran
birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang secara menyolok perlu dikritisi
karena tidak sesuainya antara work load dan work force diantaranya yaitu : Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapedalsihman, Badan Diklat (adanya
hambatan aturan dan kondisi riil) dan lain sebagainya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapedalsihman, Badan Diklat yang
dibentuk di Kabupaten Simeulue seperti halnya dinas-dinas lainnya yang ada,
maka dinas ini juga dikepalai dan dikendalikan oleh seorang Pejabat dengan
tingkat eselon IIb dan beberapa Pejabat dengan tingkat eselon Illa serta [Va.
Dilihat secara kasat mata menurut pengamatan peneliti maka eksistensi lembaga-
lembaga ini sebenarnya tidak cukup signifikan dalam mengakomodasi beban kerja
yang harus ditangani.

Bentuk lembaga berupa Dinas Perindakop dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya, khususnya mengurusi masalah perpasaran, organisasi tersebut
dianggap cukup besar bila dibandingkan dengan realitas kerja yang harus
ditangani. Pasar yang ada di Kabupaten Simeulue yang cukup ramai untuk ukuran
di Daerah tersebut cuma ada 3 buah pasar itupun masih bersifat semi modern ,
sedangkan pasar-pasar lainnya yang tersebar di kecamatan-kecamatan hanya
melakukan aktivitas mingguan. Kondisi ini bila dikomparasikan dengan realitas
yang ada di daerah lain terutama di luar pulau Simeulue maka sangat tidak
seimbang. Dinas Pasar yang ada di di luar pulau Simeulue khususnya yang ada di

kota-kota besar mengurusi banyak pasar dan memiliki aktivitas setiap hari, jadi
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beban kerja yang harus diakomodasi oleh dinas tersebut relatif memadai
sementara dengan kondisi yang berbeda Kabupaten Simeulue membentuk sebuah
lembaga yang sama untuk mengurusinya.

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan Kebersihan dan Pertamanan
secara substansial memiliki realitas yang hampir sama dengan Dinas Perindakop
meskipun bidang yang ditanganinya berbeda. Kedua bentuk dinas ini sebenarnya
eksistensinya dalam mengakomodasi beban kerja masih perlu dipertanyakan.
Dengan jumlah penduduk 87.598 jiwa dengan rata-rata penerbitan akta (lahir,
kawin, cerai dan angkat anak sebanyak 10 buah serta 24 buah KTP perhari Dinas
Catatan Sipil dan Kependudukan dibentuk dan beraktivitas (Data diambil dari
BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2014).

Sedangkan kondisi yang ada di Kabupaten Simeulue dilihat luasannya dan
banyaknya taman mungkin hampir sama dengan kondisi di sebuah kecamatan
yang ada di luar pulau Simeulue. Realitas kerja seperti digambarkan diatas
tersebut harus diakomodasi oleh sebuah organisasi sebesar dinas yang strukturnya
menyerupai dinas yang ada di Kabupaten Kota di di luar pulau Simeulue yang
realitas kerjanya mungkin berbilang kali.

Sementara untuk Badan Diklat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten
Simeulue selain memiliki persolan yang secara substansial juga sama tetapi secara
yuridis sebenarnya lembaga ini belum saatnya dibentuk. Menurut Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2010 Tentang Pendidikan dan Latihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil khususnya untuk Diklat Prajabatan dan Diklatpim
Tingkat IV sampai dengan Diklatpim Tingkat 1 bahwa yang berhak

menyelenggarakan adalah Lembaga Diklat yang terakreditasi. Melibat adanya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42143 .pdf

75

klausul yang demikian maka pembentukan Badan Diklat yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah suatu kesiasiaan karena lembaga tersebut
tidak bisa melakukan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara dilihat dari sisi lain dalam hal menyelenggarakan Diklat akan
lebih efisien biayanya seandainya para peserta Diklat dititipkan saja ke Diklat
yang telah ada baik Diklat Provinsi ataupun Diklat Wilayah. Kalupun dibentuk
Badan Diklat di Daerah Kabupaten serta menjaga aspek efisiensi sebaiknya
dilakukan dengan pola kerja sama dengan beberapa daerah yang ada dan
berdekatan.

Dalam membentuk sesuatu lembaga yang ada di Daerah sebaiknya
didasarkan pada kondisi kontektual di Daerah. Bagi suatu daerah yang memiliki
kondisi berbeda dengan kondisi daerah lain seharusnya respon Pemerintah Daerah
dalam membentuk suatu lembaga untuk melaksanakan dan mengurusi sesuatu
beban kerja juga berbeda. Dari hasil wawancara dan pengamatan dapat
disimpulkan bahwa terjadinya realitas tersebut diatas, yaitu kenapa Pemerintah
Kabupaten Simeulue dalam membentuk organisasi yang ada di jajaran
birokrasinya memiliki performa seperti tersebut, hal ini tidak lepas dari adanya
orientasi-orientasi pribadi dari para Pejabatnya sebagaimana telah disebutkan
terdahulu.

Selain adanya orientasi-orientasi pribadi pejabat juga yang turut memberi
andil terhadap performa birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue seperti
digambarkan diatas adalah adanya faktor Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat
punya andil melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007,

tentang Organisasi Perangkat Dacrah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
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Nomor 38 Tahun 2008, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Surat Edaran Bersama
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ,
SE/08/M.PAN-RB/9/2010, DAN 12 TAHUN 2010, tentang Sinkronisasi
Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Dalam aturan
tersebut dimuat mengenai pedoman dan berbagai macam contoh Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ada di jajaran organisasi pemerintah
daerah. Ketika proses restrukturisasi dilaksanakan kultur birokrasi (kultur Juklak
dan Juknis) belum berubah meskipun telah terjadi reformasi, sehingga berbagai
format SOTK yang ada di aturan tersebut dijadikan acuan dasar dan dicontek
dalam membentuk sesuatu organisasi yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten
Simeulue.
b. Kompetensi Personil

Mengenai kondisi personil, maka rekruitmen pegawai baru persyaratan
administratif dan teknisnya mengacu Surat Edaran Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ,
SE/08/M.PAN-RB/9/2010, DAN 12 TAHUN 2010, tentang Sinkronisasi
Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 tahun 2011, tentang Pedoman Penataan
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Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, dan menyampaikan pula kepada Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang
Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Namun semenjak
proses restrukturisasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue dilaksanakan
sampai dengan penelitian ini dilaksanakan sudah pernah ada rekruitmen pegawai
baru.

Berikut hasil wawancara dengan Kasubag Mutasi diperoleh informasi, yaitu

seperti berikut :

(wawancara tanggal 29 Maret 2015) menyatakan bahwa “Semenjak
pembentukan organisasi baru dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah
Kabupaten Simeulue sudah pernah menerima pegawai baru, yang dilakukan
cuma mendistribusikan pegawai yang ada untuk mengisi lowongan yang
ada pada semua organisasi yang dibentuk. Meskipun demikian kami juga
mengalami kesulitan dalam distribusinya bila sesuai dengan latar belakang
keahlian dengan tempat yang akan diisi, karena banyak jabatan yang
spesifikasi pendidikannya jarang bahkan sulit dicari diantara pegawai yang
ada, sehingga banyak jabatan yang diduduki oleh personil yang latar
belakang keahliannya tidak sesuai”.

Dalam kontek restrukturisasi khususnya berhubungan dengan masalah
kepegawaian maka yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah
melakukan distribusi pegawai untuk mengisi kelembagaan yang telah dibentuk.
Dalam proses distribusi ini penempatan personil didasarkan pada latar belakang

pendidikan dan pengalaman kerja. Namun mengingat adanya keterbatasan jumlah
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pegawai yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk melakukan tugas
tertentu maka penempatan pegawai dalam proses distribusi terkadang tidak sesuai
dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Sebagai contoh beberapa
organisasi misalnya seperti Bapedadasihman sebagian besar diisi oleh orang-orang
yang tidak memiliki latar belakang dibidang tersebut.

Promosi pegawai khususnya dalam menduduki jabatan struktural yang ada
di jajaran organisasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue syaratnya
didasarkan pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010,
DAN 12 TAHUN 2010, tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan
Penanaman Modal di Daerah. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 37 tahun 2011, tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
menyampaikan pula kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012,
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di
Lingkungan Instansi Pemerintah. Didalam aturan tersebut sebenarnya syarat
pokok dan cukup substansial dilihat dari aspek kualitas bagi seseorang dapat
didudukan dalam jabatan tertentu adalah memiliki kualifikasi dan tingkat
pendidikan yang ditentukan dan memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
Dalam realitas proses promosi ternyata aspek lain berupa syarat pendukung (faktor
senioritas dalam kepangkatan, usia, Diklat Jabatan dan pengalaman) yang
ditentukan oleh peraturan tersebut justeru dominan dijadikan dasar. Berikut hasil

wawancara dengan Kasubag Mutasi Setda diperoleh informasi sebagai berikut :
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(wawancara tanggal 29 Maret 2015) menyatakan bahwa “Untuk mengisi
jabatan-jabatan yang ada di organisasi Pemerintah Daerah sebagai bentuk
promosi, maka pertimbangan senioritas khususnya pangkat dan Diklat
penjenjangan masih sangat penting, karena dalam jabatan struktural tidak
mungkin seorang yang eselonnya diatas, pangkat dan Diklat
penjenjangannya lebih rendah dari pada yang dibawahinya, meskipun
bawahan tersebut memiliki predikat S3 sekalipun”.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang
dalam jabatan tertentu sebagai bentuk promosi masih sangat ditentukan oleh
faktor senioritas tersebut khususnya kepangkatan dan Diklat Jabatan. Seseorang
yang memiliki keahlian dibidang tertentu tidak akan dipromosikan untuk duduk
dalam jabatan yang sesuai keahliannya sebelum orang tersebut memenuhi dua
syarat tersebut. Dari hasil pengamatan diperoleh data ada beberapa orang yang
memiliki keahlian dibidang keuangan (Master Keuangan Daerah) ditempatkan
untuk duduk dalam jabatan yang lebih rendah dari orang lain (sebagai atasan) yang
tidak memiliki latar belakang bidang yang sesuai namun telah memiliki dua syarat
tersebut, bahkan ada yang menjadi staf pada bagian keuangan sementara atasannya
tidak memiliki keahlian dibidang tersebut.

Selain realitas tersebut diatas dalam proses promosi juga ditemukan adanya
penempatan personil yang tidak sesuai dengan latar belakang keahliannya. Sebagai
contoh ada seorang yang memiliki latar belakang pendidikan Master dalam bidang
Keuangan Daerah serta telah memiliki syarat-syarat lainnya yang ditentukan untuk

duduk dalam jabatan sesuai bidangnya justeru ditempatkan di BKPP sementara
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untuk jabatan tersebut yang seharusnya sesuai untuknya didudukan personil lain
yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.

Adanya beberapa realitas diatas menurut analisis penulis dapat disimpulkan,
bahwa hal tersebut terjadi karena: Pertama, Adanya keterbatasan jumlah personil
yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan sebagai akibat dari pola
rekruitmen pegawai baru yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan kontektual
daerah; Kedua, Adanya kepentingan-kepentingan sempit (ekonomi dan politik)
dari elit sebagai pengguna dan penentu penempatan seseorang pejabat untuk
duduk dalam jabatan tertentu; Ketiga, Adanya ketidakpahaman atau
ketidakmampuan dari para pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
kepegawaian untuk menginterpretasikan spirit dari peraturan kepegawaian yang
baru dan berbeda dengan spirit peraturan kepegawaian masa sebelumnya.

Melihat beberapa realitas sebagaimana yang telah dipaparkan diatas maka
dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Simeulue khususnya dilihat dari aspek kompetensi
administrasi sebenarnya proses restrukturisasi tersebut tidak dalam kapasitas
untuk menciptakan terjadinya kompetensi administrasi khususnya dilihat dari
kompetensi lembaga dan kompetensi individu di Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Simeulue karena: Pertama, Organisasi yang dibentuk dalam jajaran Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak mengarah pada terciptanya kompetensi
lembaga secara menyeluruh karena masih ada beberapa organisasi yang dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saling tumpang tindih (duplikasi) satu
sama lainnya. Selain itu masih ada organisasi yang dibentuk tidak sesuai/sepadan

antara “work load dengan work forcenya” ; Kedua, Kompetensi personil masih
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belum terwujud karena penempatan personil dalam jabatan — jabatan di organisasi
birokrasi Pemerintah Daerah (khususnya jabatan struktural) untuk melaksanakan
tanggung jawab bidang tertentu kurang/tidak sesuai antara bidang tugas yang
ditangani dan keahliannya.
3. Aspek Transparansi Dari Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue

Aspek transparansi dari birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue hasil
proses restrukturisasi diantaranya dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari
masing-masing organisasi yang ada. Dari data dokumen berupa Qanun Kabupaten
Simeulue Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Simeulue yang memuat seluruh tugas pokok dan fungsi dari
seluruh organisasi yang ada dalam jajaran Pemerintah Daerah tidak ada satupun
klausul yang mewajibkan organisasi-organisasi tersebut untuk transparan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tidak diakomodasinya kewajiban untuk transparansi di dalam tugas pokok
dan fungsi tiap-tiap organisasi dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41
tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2008, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/
Kota, klausul mengenai hal tersebut tidak ada. Berikut hasil wawancara dengan

Kasubag. Kelembagaan Setda :

(wawancara tanggal 29 Maret 2015) menyatakan bahwa “Tidak dimuatnya
kewajiban untuk transparan dalam tugas pokok dan fungsi dari semua
organisasi yang dibentuk di jajaran pemerintah daerah dikarenakan dalam

pedoman sebagai mana diatur oleh PP Nomor 38 tahun 2008 hal tersebut
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tidak tercantum, sehingga dalam penyusunan Tupoksi organisasipun hal

tersebut tidak dimuat”.

Dengan tidak adanya klausul didalam aturan tersebut maka dijadikan alasan
sehingga di dalam penyusunan tugas pokok dan fungsi dari setiap organisasi yang
dibentuk juga tidak dimuat tentang kewajiban untuk transparan dari organisasi
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun klausul mengenai
kewajiban untuk transparan dalam tugas pokok dan fungsi disetiap organisasi
tidak ada, namun mengingat adanya tuntutan situasi yang mengaharuskannya
maka adalah suatu keniscayaan bagi setiap organisasi untuk transparan dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang nara sumber yang merupakan

salah seorang pejabat diperoleh informasi bahwa :

(Kepala Dinas Capil, tanggal 29 Maret 2015) menyatakan bahwa “Meskipun
didalam Tupoksi organisasi tidak ada dimuat kewajiban untuk transparan,
namun kami telah menjalankan asas transparansi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, dimana masyarakat berhak tahu tentang
semua bentuk pelayanan baik menyangkut prosedur, biaya dan jangka waktu
penyelesaian pelayanan. Selain hal itu, masyarakat juga berhak mendapatkan
informasi yang dibutuhkan”.

Dari hasil pengamatan diperoleh realitas yang berbanding terbalik dengan
apa yang diterangkan oleh nara sumber tersebut. Dari beberapa instansi pelayan
masyarakat diantaranya seperti Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan,
Desperindakop, Dinas Pekerjaan Umum , Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian

Ekonomi, hal yang disebutkan tersebut tidak ditemukan. Transparansi yang
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dimaksud adalah dimana pada instansi penyedia pelayanan masyarakat tersebut
seharusnya semua yang menyangkut prosedur, biaya dan jangka waktu
penyelesaian pelayan seharusnya ada dan ditempel ditempat yang mudah diketahui
oleh pengguna pelayanan bahkan termasuk kemana harus komplain apabila ada
ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diterimanya, namun semua hal tersebut
tidak terlihat sama sekali di instansi-instansi tersebut. Menurut pengamatan
penulis, biasanya masyarakat pengguna pelayanan dilayani dengan cara diberi
penjelasan apa yang harus dilakukan dan berapa yang harus dibayar tanpa tahu
perinciannya kemudian penyelesaiannyapun tidak dapat ditentukan waktunya
secara pasti.

Sedangkan transparansi informasi yang seharusnya diperoleh masyarakat
yang membutuhkannya informasi juga sulit pada kenyataannya. Dari hasil
wawancara dengan salah seorang yang akan mencari data/informasi disesuatu

Bagian (pada Bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan) diperoleh informasi :

(salah seorang warga masyarakat, wawancara tanggal 29 Maretr 2015)
menyatakan bahwa “Saya mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi
mengenai pelaksanaan proyek jalan yang ada di Desa saya, menyangkut
biaya dan lama pengerjaannya, mereka selalu mempimpong saya kesana
kemari yang tujuannya mempersulit bahkan informasi yang ingin saya dapat
sampai sekarang justeru tidak saya peroleh”.
Berdasarkan pengalamaan penulis, sulitnya mendapat informasi tersebut
juga diperlihatkan dengan perlakuan seperti, misalnya dikatakan bahwa pegawai
yang menangani data dimaksud sedang tidak ada, datanya tidak bisa diberikan

kepada sembarang orang atau dengan alasan-alasan lain yang tujuannya
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sebenarnya supaya informasi dan data tersebut tidak keluar dan diketahui oleh
orang lain (masyarakat).

Aspek transparansi dari hasil proses restrukturisasi birokrasi Pemerintah
Kabupaten Simeulue ternyata belum dapat diwujudkan secara baik. Organisasi
yang ada di jajaran Pemerinah Kabupaten Simeulue khususnya yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat sebagaimana di dipaparkan diatas belum dapat
transparan dalam menjalakan tugas dan tanggung jawabnya.

Belum terwujudnya transparansi dalam jajaran organisasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya dalam melayani masyarakat dapat disimpulkan diantaranya disebabkan
oleh beberapa hal, yaitu : Pertama, Di dalam tugas pokok dan fungsi dari masing-
masing organisasi yang dibentuk dari proses restrukturisasi tidak dimuat satupun
klausul yang mengharuskan organisasi tersebut dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya untuk transparan kepada masyarakat. Tidak adanya perintah
formal untuk transparan dari masing-masing organisasi yang ada, maka
transparansi organisasi sangat ditentukan oleh kebijaksanaan Pejabat yang ada di
organisasi tersebut. Kedua, Tidak adanya sikap yang peka dan kritis untuk
memahami adanya realitas perubahan paradigma pemerintahan dari model tertutup
ke model yang lebih terbuka sebagai akibat adanya perubahan konstelasi
perpolitikan (reformasi). Sikap yang pro status quo inilah yang masih terpatri
dibenak para pejabat, dimana para pejabat masih beranggapan bahwa masyarakat
tidak perlu dan boleh tahu informasi yang dianggap para pejabat merupakan
rahasia yang tidak boleh diketahui sembarang orang. Ketiga, Adanya kepentingan

kepentingan sempit dan subjektif dari para Pejabat atau pihak-pihak yang
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berkepentingan untuk menutup akses informasi masyarakat karena apabila data
dan informasi yang ada diinstansinya diketahui oleh masyarakat maka
kepentinganya akan terganggu. Adanya kepentingan inilah yang menyebabkan
masyarakat sulit mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkannya.
4. Aspek Efisiensi Dari Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue

Aspek efisiensi dari restrukturisasi birokrasi Pemerintah Kabupaten
Simeulue dapat dilihat dari hasil pembentukan lembaga-lembaga yang ada pada
Jajaran Pemerintah Kabupaten Simeulue. Efisiensi yang dimaksudkan adalah
bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus
mampu menghasilkan sebuah Organisasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang lebih
sederhana, ramping namun kaya fungsi. Dengan adanya perampingan organisasi
birokrasi dimaksudkan agar penggunaan dana publik (APBK) untuk keperluan
birokrasi menjadi lebih efisien.

Aspek lainnya dari efisiensi ini adalah bahwa dari proses restrukturisasi
birokrasi akan menghasilkan sebuah organisasi yang lebih efisien dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik menyangkut kemudahan
prosedur, waktu pelayanan yang semakin singkat dan pasti serta biaya pelayanan

yang semakin murah.

Tabel 4.6

Keadaan Organisasi dan Jabatan Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi

Tingkat Eselon 11 111 v \ JIh
JUMLAH a | b a [b|] A|b]| a b| Jbt
Sebelum Restrukturisasi 1 29 39 88 [ 202 0 0 0| 359
Setelah Restrukturisasi 1 30 54 1102229 | 12 0 0] 428
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Sumber : Badan Kepegawaian Kabupaten Simeulue Tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan dari data tabel tersebut di atas, bahwa ternyata Restrukturisasi
Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam rangka
mengakomodasi dinamika yang terjadi tidak menunjukan terjadinya efisiensi
organisasi. Efisiensi dilihat dari pembentukan organisasi dari proses restrukturisasi
pada Jajaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue seharusnya menghasilkan
sebuah organisasi birokrasi yang lebih ramping dibanding dengan kondisi
Birokrasi Pemerintah Daerah sebelum proses restrukturisasi dilaksanakan.

Namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, efisiensi dalam penyusunan
organisasi pada jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak dapat
direalisir (lihat table 4.6). Jumlah organisasi yang dihasilkan dari proses
restrukturisasi mengalami penambahan sebanyak 16 buah, yaitu menjadi
berjumlah 32 buah organisasi untuk tingkat Kabupaten, sedangkan pada tingkat
Kecamatan 10 buah. Sedangkan jumlah organisasi yang ada dijajaran birokrasi
Pemerintah Kabupaten Simeulue sebelum proses restrukturisasi dilaksanakan
cuma berjumlah 26 buah.

Apabila dilihat dari jumlah jabatan struktural yang dikembangkan dari hasil
restrukturisasi juga mengalami peningkatan cukup drastis. Jumlah jabatan yang
ada pada jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue dari hasil
restrukturisasi berjumlah sebanyak 428 buah jabatan. Sedangkan jumlah jabatan
struktural yang ada pada jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue

sebelum restrukturisasi dilaksanakan cuma berjumlah sebanyak 359 buah jabatan.
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Kondisi ini menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah jabatan sebanyak

69 buah jabatan atau meningkat sebesar 16.2%.

Akibat adanya pembengkakan organisasi birokrasi Pemerintah Kabupaten

Simeulue baik dilihat dari jumlah organisasi, jumlah jabatan struktural dan tingkat

jabatan struktural yang dikembangkan sebagai hasil restrukturisasi birokrasi

menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah belanja untuk keperluan birokrasi.

Tabel 4.7

Komposisi Anggaran Belanja APBK
Tahun Anggaran 2011 -2014

N Tahun Anggaran Belanja Persentase
o.
Anggaran Jumlah
Rutin Pembangunan Rutin | Pemb.
1 2011 186.099.478.907 | 176.244.086.675 362.343.565.582| 51,4 | 48,6
2 2012 247.113.507.118 | 167.566.651.051 414.680.158.170 | 59,6 | 40,4
3 2013 281.262.134.380 226.507.437.424 507.769.571.804| 554 | 44,6
4 2014 334.046.538.024 336.403.516.544 670.450.054.568 | 49,8 50,2
Sumber : Data DPKKD Kabupaten Simeulue (diolah)
Tabel 4.8
Komposisi Realisasi Belanja APBK
Tahun Anggaran 2011 - 2014
N Tahun Realisasi Belanja Persentase
o Anggaran Jumlah
Rutin Pembangunan Rutin ; Pemb.
1 2011 175.408.547.838 | 159.476.189.934 334.884.737.772| 524 | 476
2 2012 237.390.216.542 | 156.075.345.541 393.465.562.083 | 60.3 39.7
3 2013 260.312.632.077 557 | 443
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2014 287.937.042.637

206.947.655.954
271.706.136.861

467.260.288.031} 51.5
559.643.179.498

48.5

Sumber : Data DPKKD Kabupaten Simeulue (diolah)

Tabel 4.9

Realisasi Belanja Publik Dalam APBK Kabupaten Simeulue

Tahun Anggaran 2011-2014

No. A:’;:::‘an Belanja Publik Jumiah APBK Persentase
1. 2011 159.476.189.934 407.387.549.508 39.1

2. 2012 156.075.345.541 419.857.233.500 372

3. 2013 206.947.655.954 485.545.686.993 42.6

4, 2014 271.706.136.861 657.609.888.660 413

Sumber : Data DPKKD Kabupaten Simenlue (diolah)

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi alokasi pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014

maka secara kuantitatif jumlah belanja untuk keperluan birokrasi/aparatur

mengalami peningkatan cukup berarti (lihat tabel 4.7). Rata-rata persentase

alokasi belanja untuk keperluan birokrasi/aparatur selama empat tahun mengalami

kenaikan.
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Didasarkan oleh realitas diatas maka restrukturisasi birokrasi  yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat dikatakan tidak dalam
kerangka mewujudkan terciptanya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tidak
terciptanya efisiensi ini khususnya dilihat dari semakin besarnya jumlah organisasi
dan jabatan struktural yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue
dibandingkan dengan sebelum dilakukan proses restrukturisasi birokrasi.
Akibatnya efisiensi alokasi anggaran untuk belanja aparaturpun juga tidak
terwujud karena biaya penyelenggaraan pemerintahan mengalami peningkatan.

Sebaliknya dengan adanya peningkatan persentase belanja untuk sektor
birokrasi menyebabkan belanja untuk sektor publik mengalami penurunan
persentase. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa restrukturisasi
birokrasi dalam kerangka Otonomi Daerah yang dilaksanakan di jajaran organisasi
Pemerintah Kabupaten Simeulue justeru tidak fungsional terhadap peningkatan
pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat, karena alokasi belanja dari APBK yang
diperuntukkan bagi sektor publik tetap lebih kecil dibanding alokasi belanja
aparatur. .

Sedangkan mengenai kondisi pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan
oleh birokrasi dapat digambarkan dari data wawancara dengan salah seseorang
yang berada pada kantor KP2T untuk mengurus ljin Usaha (SITU) dan Ijin HO,
yaitu sebagai berikut :

(salah seorang warga masyarakat, wawancara tanggal 29 Maret 2015)

menyatakan bahwa “karena pekerjaan saya, maka saya sering mengurus ljin

Usaha dan Ijin HO di bagian perizinan, mengenai prosedur, biaya dan waktu

penyelesaiannya masih sama saja seperti beberapa tahun yang lalu tidak
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berubah, saya juga sering kembali tanpa hasil karena Ijinnya belum

ditandatangani”

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa efisiensi pelayanan yang
dilakukan oleh jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue dari hasil proses
Restrukturisasi yang dilaksanakan juga belum terwujud. Dari data tersebut dan
dari hasil pengamatan mengenai kondisi ini dapat disampaikan bahwa segala yang
menyangkut prosedur, waktu dan biaya pelayanan yang ditampilkan oleh jajaran
birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat belum mengalami perubahan dari masa sebelumnya.

Prosedur yang tidak semakin sederhana menyebabkan masyarakat harus
bolak balik dalam menyelesaikan sesuatu urusan. Waktu penyelesaian pelayanan
yang tidak tepat menyebabkan masyarakat harus bolak balik untuk melihat hasil
pelayanan yang diberikan birokrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua
kondisi tersebut akan berimplikasi terhadap biaya-biaya tambahan yang harus
dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan adanya tambahan biaya yang tidak perlu
tersebut menyebabkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat terasa semakin
berat dan bukannya semakin ringan atau dengan kata lain bahwa efisiensi
pelayanan birokrasi kepada masyarakat tidak tercipta.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses restrukturisasi yang
dilaksanakan di jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak atau
belum dapat menciptakan terwujudnya efisiensi pelayanan. Efisiensi pelayanan
dimaksud adalah terjadinya penyederhanaan prosedur pengurusan, waktu
pelayanan yang semakin cepat dan biaya pengurusan yang semakin murah.

Sedangkan dilihat dari sisi organisasi maka Birokrasi Pemerintah Kabupaten
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Simeulue tidak mengalami peningkatan efisiensi. Jumlah organisasi yang ada di
jajaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simeulue mengalami pembesaran.
Penggunaan dana publik (APBK) untuk keperluan biaya penyelenggaraan
pemerintahan khususnya untuk birokrasi juga tidak mengalami peningkatan
efisiensi atau mengalami peningkatan secara kuantitatif.

Dengan demikian maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa
restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue
dapat dikatakan belum mengarah pada pengembangan Good Governance, karena:
Pertama; dilihat dari proses dilaksanakannya restrukturisasi birokrasi maka yang
terjadi adalah sebagai berikut. yaitu :

a. Restrukturisasi hanya didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh

Pemerintah Pusat.

b. Pembahasannya hanya terbatas oleh struktur formal (Birokrasi khususnya

Tim dan DPRK) dan terkesan tertutup.

c. Restrukturisasi hanya mengakomodasi kepentingan birokrat.
d. Adanya perilaku dari sebagian Pejabat yang malakukan pendekatan dengan

DPRK.

e. Adanya anggapan bahwa semakin banyak jumlah organisasi yang dibentuk
maka semakin banyak pula akan diperoleh dana dari Pemerintah Pusat.

f. Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan sebagian besar anggota DPRK
perihal Otonomi Daerah.

Kedua; dilihat dari hasil restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Simeulue, khususnya dilihat dari performa bangunan

birokrasi yang ada, juga tidak mengarah pada pengembangan Good Governance di
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tingkat lokal. Tidak terjadinya pengembangan Good Governance di tingkat lokal
khususnya di Kabupaten Simeulue, karena hasil restrukturisasi birokrasi yang
dilaksanakan ternyata tidak dapat meningkatkan kompetensi lembaga dan
kompetensi personil. Tidak terciptanya kompetensi lembaga dan kompetensi
personil ini dibuktikan dengan masih ditemukannya realitas duplikasi antar
lembaga yang ada di jajaran birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,
realitas distribusi dan promisi personil juga tidak didasarkan pada prinsif “The
Right Man on The Right Place”.

Transparansi dari organisasi birokrasi hasil restruktusasi juga belum dapat
ditingkatkan. Tidak terciptanya peningkatan transparansi dari organisasi birokrasi
dibuktikan dengan realitas tidak diakomodasinya kewajiban untuk transparan
dalam Tugas Pokok dan Fungsi setiap organisasi yang ada di jajaran Birokrasi
Pemerintah Daerah, selain itu juga transparansi informasi juga tidak dapat
diwujudkan karena masyarakat masih saja sulit untuk mengakses informasi yang
bersumber dari jajaran organisasi birokrasi.

Efisiensi dari organisasi birokrasi hasil restruktusasi juga belum dapat
ditingkatkan. Tidak terciptanya peningkatan efisiensi dari organisasi birokrasi
dibuktikan dengan realitas bahwa organisasi yang dibentuk sebagai hasil
restrukturisasi justeru mengalami peningkatan dan penggelembungan jumlah
organisasi dan jumlah jabatan. Peningkatan efisiensi penggunaan dana publik
(APBK) untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan khususnya untuk
birokrasi juga tidak terjadi. Sedangkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat
menyangkut penyederhanaan prosedur, ketepatan waktu pelayanan dan biaya

pelayanan yang semakin murah juga tidak dapat direalisasikan.
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Dengan pemaparan sebagaimana yang disajikan di atas maka menjadi jelas
bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Simeulue dalam rangka mengakomodasi perubahan paradigma pemerintahan
sebagai konsekuensi diimplementasikannya Undang-Undang Nomor Nomor 32
tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi terhadap semua aspek
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berserta peraturan derivasinya ternyata
sebahagian tidak mengarah pada pengembangan Good Governance di tingkat
lokal khususnya di Daerah Kabupaten Simeulue. Tidak terciptanya pengembangan
Good Governance di Kabupaten Simeulue dalam kaitannya dengan restrukturisasi
birokrasi yang dilaksanakannya karena hampir semua aspek dari Good
Governance (sebagai mana aspek yang telah ditetapkan) temyata tidak

terakomodasi satupun baik proses maupun hasilnya.

5.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi Birokrasi

Adapun untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik, dalam arti
lebih efektif dan efisien, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
Pemerintah Kabupaten Simelue dalam melakukan reformasi birokrasi dan faktor-
faktor ini juga merupakan langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Simeulue pasca reformasi.

Pemerintahan kabupaten Simeulue melakukan dan mendorong reformasi
birokrasi?. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam reformasi birokrasi,
yakni: pertama. Restrukturisasi organisasi pemerintahan, dari struktur yang gemuk

menjadi ramping. Secara normatif, terobosan pemerintahan Simeulue untuk
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melakukan perampingan birokrasi ini sesungguhnya diperkuat oleh kerangka
regulasi nasional, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2008, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk
memastikan efisiensi dalam aktivitas di pemerintahan daerah, baik tingkat
provinsi maupun kabupaten. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan jumlah
minimal unit-unit pemerintahan (dinas, kantor dan badan) yang ada lingkungan
pemerintah provinsi dan kabupaten. Latar belakang kelahiran Peraturan
Pemerintah ini karena kecenderungan pemerintah daerah untuk menambah jumlah
instansinya dan pegawai didalamnya yang berakibat pada beban yang harus
ditanggung anggarannya oleh pemerintah daerah dalam hal membayar gaji para
pegawai dan biaya anggaran terhadap instansi tersebut, tentunya hal ini sangat
mendukung untuk melakukan reformasi birokrasi atau apa yang ingin dicapai oleh
Peraturan Pemerintah tersebut, untuk mengurangi pemborosan anggaran publik.

Pemerintah Simeulue juga melakukan terobosan-terobosan lainnya, yang
bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya jajaran pegawai
negeri sipil sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Berbagai

terobosan itu seperti, penyelenggaran diklat penjenjangan pegawai, seperti PIM
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IV, PIM 1Ii, PIM 1l dan lainnya, yang diselenggarakan dengan kerjasama dengan
lembaga-lembaga pendidikan dan latihan yang ada dipropinsi dan kabupaten lain.

Langkah kedua adalah memperkuat agenda restrukturisasi dan

profesionalisasi birokrasi dengan strategi pendukung, berupa efisiensi
pemanfaatan aset-aset daerah dan memperbaiki prosedur keuangan dengan sistem
dan prosedur. Perbaikan sistem keuangan dilakukan pada saat bersamaan dengan
penataan kelembagaan birokrasi daerah.
Langkah ketiga yang menarik dari strategi reformasi birokrasi di Simeulue adalah
Bupati tidak segan-segan memberikan hukuman kepada staf yang memiliki kinerja
yang buruk, Simeulue juga menjamin kesejahteraan aparatur birokrasi daerah
dengan mekanisme insentif, berupa ; uang, THR bagi seluruh pegawai negeri sipil
di Kabupaten Simeulue, gaji ke-13, pemberian dan kesejahteraan aparat desa,
bantuan operasional BPD, dan biaya operasional bagi kepala desa.

Ada beberapa kebijakan dan langkah strategis yang diambil Pemerintah
Kabupaten Simeulue dalam rangka pengelolaan dana dan anggaran yang dimiliki.
Mulai dari Sistem Perencanaan Anggaran, Pemanfaatan atau Pendayagunaan
Anggaran, Manajemen Kontrol atas Pemanfaatan Anggaran, serta Sistem dan
Mekanisme Alur Uang/Dana yang harus dikelola, sehingga memudahkan kontrol
dan pelaporannya. Sedang langkah-langkah yang ditempuh Pemerintahan
Kabupaten Simeulue untuk meningktakan kualitas sumber daya manusia
penyelenggara birokrasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut: (1)
Melakukan standarisasi pendidikan minimal S-1 bagi penyelenggara birokrasi
pemerintahan dan pembangunan yang menduduki jabatan, baik jabatan struktural

maupun jabatan fungsional.. (2) Membuka kesempatan bagi PNS yang ingin
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meningkatkan jenjang pendidikan dengan pola subsidi dan bea siswa. Termasuk
bagi tenaga guru /pendidik dan tenaga kesehatan. (4) Melakukan kerja sama
dengan lembaga-lembaga akademis dan pendidikan tinggi seperti Universitas
Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka memberikan kesempatan kepada PNS
yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2. (5) Melakukan kerja sama
dengan lembaga-lembaga riset dan ilmiah seperti BPPT (6) Menyelenggarakan
berbagai bentuk program pendidikan bagi peningkatan profesionalisme kerja
penyelenggara birokrasi pemerintahan secara berkesinambungan, berkerjasama
dengan berbagai lembaga diklat, baik berupa diklat perjenjangan maupun diklat
yang bersifat praktis dan aplikatif.

Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simeulue
dimaksudkan untuk pencapaian pemerintahan yang good governance. Hal ini
menuntut suatu kondisi dimana kualitas birokrasi haruslah memadai sehingga
mampu memerankan fungsi penting dan strategis tersebut dengan baik. Suatu
pemerintahan yang mencerminkan Good Governance didapat dengan kerja keras,
termasuk dengan melakukan restrukturisasi birokrasi, sehingga unsur-unsur
good governance dapat terpenuhi. Unsur-unsur good governance dimaksud adalah
akuntabilitas  (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan

(openness), dan aturan hukum (rule of law) (Bhatta dalam Widodo, 2001).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan pada bab IV, maka
terkait dengan pelaksanaan restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh
pemerintah Kabupaten Simeulue dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Simeulue tidak dalam kerangka mengakomodasi adanya kebutuhan untuk
peningkatan pelayanan publik, namun hanya untuk mengakomodasi
perubahan aturan yang ada sebagai akibat dikeluarkannya paket undang-
undang otonomi daerah yang baru, khususnya yang mengatur tentang
kelembagaan pemerintah daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan yang lebih
khusus lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil.

2.  Proses restrukturisasi birokrasi di Kabupaten Simeulue belum mewujudkan
aspek efisiensi dan peningkatan kompetensi administrasi yang seharusnya

menjadi output dari pelaksanaan restrukturisasi birokrasi. Dimana setelah
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dilaksanakan restrukturisasi birokrasi, jumlah organisasi bertambah 16
organisasi (dari 26 organisasi menjadi 42 organisasi) dan jumlah jabatan
struktural bertambah 69 jabatan (dari 359 jabatan menjadi 428 jabatan). Hal
ini menyebabkan tingginya biaya operasional birokrasi. Sementara itu di sisi
kompetensi administrasi masih ditemui realitas overlap/duplikasi tugas
pokok dan fungsi antar lembaga yang ada di jajaran birokrasi pemerintah
daerah.

3. Pelaksanaan restrukturisasi birokrasi di Kabupaten Simeulue tidak mengacu
pada nilai-nilai good governance karena dilakukan secara tertutup, yaitu
hanya melibatkan birokrasi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK), sementara masyarakat dan pihak swasta yang
merupakan komponen penyokong good governance tidak dilibatkan. Selain
itu proses restrukturisasi birokrasi di Kabupaten Simeulue lebih dominan
didasarkan pada pertimbangan kepentingan subyektif birokrat dari pada

pertimbangan obyektif.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan pada bab IV, maka
peneliti dapat merumuskan saran sebagai berikut:

1.  Pemerintah daerah Kabupaten Simeulue perlu melakukan penataan kembali
birokrasi pemerintahan daerah dengan memperhatikan adanya kebutuhan
peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu dengan mewujudkan aspek
efisiensi dan kompetensi administrasi, dimana prinsip “miskin struktur kaya

fungsi” dijadikan sebagai acuan perubahan serta semaksimal mungkin
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menghindari adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar lembaga
pemerintah daerah.

2. Dalam melaksanakan penataan birokrasi, pemerintah Kabupaten Simeulue
harus melakukannya secara obyektif sesuai dengan kebutuhan daerah dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjauh dari
pertimbangan-pertimbangan subjektif birokrat. Selain itu keterlibatan
masyarakat dan pihak swasta menjadi harga mati untuk mewujudkan sebuah
birokrasi pemerintah dari yang mengarah kepada prinsip-prinsip good

governance.
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Pembimbing 11 Pembimbing I,
Ir. Ida Zubaidah, MA., Ph.D Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA.
NIP. 196208031989032002 NIP. 195908161986111001
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UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari
Mahasiswa:

Nama/NIM : Salmarita /500013077
Judul TAPM : Restrukturisasi Birokrasi Di Kabupaten Simeulue

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan
sudah/baru selesai sekitar 80 % sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji
dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Banda Acch, April 2015

Pembimbing II Pembimbing 1
/\‘ .~ -~
ol
i
Ir. Ida Zubaidah, MA., Ph.D MA Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
NIP. 196208031989032002 NIP. 195908161986111001
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UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Banda Aceh

J1. Pendidikan/Bahagia, Punge Blang Cut, Banda Aceh 23234
UNIVERSITAS TERBUKA Telepon : 0651-44749, 44750, Faksimile : 0651-44757
Laman : ut-bandaaceh@ut.ac.id

aty

Nomor Yt /UN31.22/11,/2015

Lamp. D -
Perihal : Permintaan Izin Penelitian

Yth. Bupati Kabupaten Simeulue

Kami informasikan bahwa mahasiswa kami :

Nama : Salmarita, ST

NIM : 500013077

Program studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Alamat : Sinabang

akan melaksanakan penelitian dalam r?mgka menyelesaian studinya.
Sehubungan dengan itu, kami mohon dengan hormat Bapak berkenan memberikan izin

kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian :

Topik penelitian : Restrukturisasi Birokrasi Di Kabupéten Simeulue
Tempat : Kabupaten Simeulue
Waktu : 23 Maret s.d. 16 April 2015

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami

ucapkan terima kasih.

'D;i:Enan.g Iiuszana, M.Pd
7 - TiNIP:19631021 198803 1 003

7

N - /

\1\ o e
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PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  ,,..5
sADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
( BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS )

Jalan Bonol Desa Air Dingin Telp. (0650) 8001029 Fax. (0650) 8001029
SINABANG

REKOMENDASI
Nomor : 070/047/2015
a. Dasar : Surat Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ - UT)
) Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan Banda Aceh  Nomor
1217/UN31.22/LL/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Permintaan Izin Penelitian.
b. Menimbang : Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan
pengembangan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue periu dikeluarkan
Rekomendasi Penelitian.
c. Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan
Rekomendasi Penelitian.
¢. Qanun Kabupaten Simenlue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi di
Tata Kerja Lembaga Teknis.
d. Memperhatikan : Permintaan 1zin Penelitian Ybs.
Dengan ini memberikan rekomendasi / izin untuk melakukan penelitian kepada :
Nama/NIM : Salmarits, ST/500013077
Alamat : Sinabang
Pekerjaan : Mahasiswa pada Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ - UT)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh
Program Studi : Magister Administrasi Publik (M.AP)
Topik Penelitian : Restrukturisasi Birokrasi di Kabupaten Simeulue
Tempat : Kabupaten Simeulue
Lama Penelitian : 25 (dua puluh lima) hari
Tanggal : 23 Maret s/d 16 April 2015
Penanggung Jawab : Drs. Enang Rusyana, M.Pd
Maksud Tujuan : Untuk [zin Penelitian pada Kabupaten Simeulue.
Dengan ketentuan sebagai berikut :

. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan Proposal penelitian atau sesuai dengan Topik Penclitian.

2. Penelitian harus mentaati ketentuan peraturan perundang — undangan, norma — norma, adat istiadat yang berlaku
ditempat penelitian.

3. Tidak melakukan penelitian yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, disintegrasi bangsa atau
ketentuan NKRI.

4. Apabila masa beriaku rekomendasi sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka dapat
mengajukan surat perpanjangan dengan menyatakan laporan hasil kegiatan penclitian yang sudah dilakukan
sebelumnya.

5. Surai izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila temyata pemegang surat ini tidak
mentaati/mengindahkan ketentuan — ketentuan seperti tersebut diatas.

6. Setelah selesai mengadakan kegiatan agar memberikan laporan hasil penclitian kepada Kepala Badan Kesbsagpol

dan Linmas Kabupaten Simeulue.
aneluatkan :Sinabang
waangpoldaanmas ]
. N ghupaten Simeulue,
\ o 1
y
/ 4
£=800/043/2015 Tanggal 06 April 2015
Maeaboccmmes »
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| PEDOMAN WAWANCARA |

RESTRUKTURISASI BIROKRASI
PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN SIMEULUE

Oleh : Salma Rita

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam bab 1, makan dapat

dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah proses Restrukturisasi  Birokrasi Pemerintah  Daerah

dilaksanakan?
b. Apakah Restrukturisasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

mengacu pada nilai-nilai Good Governance?

[ PEDOMAN WAWANCARA |

a. Restrukturisasi Birokrasi akan dilihat dari prosesnya, yaitu :
1. Apayang melatar belakangi dilaksanakannya restrukturisasi?
Apa yang dijadikan dasar restrukturisasi?

Bagaimana proses restrukturisasi berjalan?

2

3

4, Siapa saja yang terlibat dalam proses restrukturisasi?

5. Kepentingan apa saja yang diakomodasi dalam restrukturisasi?
6

Kepentingan apa saja yang dominan dalam formulasi restrukturisasi?
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b. Kompetensi Administrasi akan dilihat dari :

1.

AN O T i

9.

Apakah setiap organisasi memiliki misi?

Apakah misi setiap organisasi sudah cukup jelas?

Apakah semua organisasi memiliki tugas pokok dan fungsi?

Apakah Tupoksi setiap organisasi sudah cukup jelas?

Apakah Tupoksi yang ada sesuai dengan misi organisasi?

Apakah dalam melaksanakan tugas antar antar organisasi ada terjadi
duplikasi? Contohnya?

Apakah ada syarat rekruitmen untuk pegawai? Apa saja?

Apakah rekruitmen pegawai pada setiap organisasi memiliki syarat khusus dan
berbeda?

Apakah syarat khusus tersebut sudah diformalkan dalam bentuk peraturan?

10. Apakah ada syarat promosi untuk pegawai? Apa saja?

11. Apakah promosi pegawai pada setiap organisasi memiliki syarat khusus yang

berbeda?

12. Apakah syarat khusus tersebut sudah diformalkan dalam bentuk peraturan?

¢. Kompetensi Administrasi akan dilihat dari :

1.

Apakah dalam Tupoksi setiap organisasi sudah memiliki kewajiban untuk
transparan/terbuka?
Apabila ada, bagaimana implementasi dari kewajiban untuk

transparan/terbuka sebagaimana tercantum dalam Tupoksi tersebut?

. Apakah kendala dalam Restrukturisasi Birokrasi pemerintah daerah

d. Kompetensi Administrasi akan dilihat dari :

1.

Apakah struktur organisasi yang ada sekarang ini semakin ramping bila
dibandingkan dengan sebelum restrukturisasi?
Apakah penggunaan dana APBD untuk keperluan belanja birokrasi pada saat

sekarang ini semakin efesien?
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3. Apakah pelayanan yang diberikan birokrasi menyangkut prosedur, biaya dan
waktu penyelesaian saat sekarang ini telah berubah dari pada masa

sebelumnya?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42143 pdf

LAMPIRAN

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42143 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42143 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42143 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42143 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42143 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42143 .pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	456



